REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 7/SES/HK/02/2020
TENTANG
PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA
BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN DI

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

bahwa sesuai surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang nomor $~168/MK.6/WKN.01/2019 tanggal 11 Oktober 2019
perihal Persetujuan Sewa Barang Milik Negara Sebagian Tanah dan
Bangunan  pada  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Perpanjangan
Sewa), telah disetujui permohonan sewa Barang Milik Negara pada
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan di Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional,

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara,

©. Peraturan ...
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6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10
Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA
BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN DI KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL.

: Menyewakan Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berupa
Sebagian Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal

11 Oktober 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
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RR. Rita Erawati



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS

NOMOR KEP.7/SES/HK/02/2020

TANGGAL 6 FEBURARI 2020

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN KEPADA KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
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